BAB Il
PENGHAPUSAN PIDANA BAGI PEJABAT NEGARA PENERIMA
GRATIFIKASI YANG MELAPORKAN DIRI KEPADA KPK
DALAM PASAL 12 C UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Ketentuan Umum mengenai Gratifikasi dalam UU No. 311999jo. UU
No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pida Korupsi
1. Pengertian Gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001
Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Setiap gradifik kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggaybguian suap,
apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangwaerdn dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebawjaiity

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ropiatau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merapalsuap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepyida rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakusdeh penuntut
umum.

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasaal A28 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19869Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 bahwa:

! Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tent&emberantasan Tindak Pidana Korupsi
Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,tihm. 45.
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“Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat imdalah

pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberiaang,

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpanga, tiket

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisafgengobatan

cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tdyge baik yang

diterima di dalam negeri maupun di luar negeri daang

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atnpa

sarana elektronik™

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1atdis, kalimat
yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatabmat: pemberian
dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu pakan bentuk-bentuk
gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1)gwtppat dilihat bahwa
pengertian gratifikasi mempunyai makna yang neteatinya tidak
terdapat makna tercela atau negatif dari arti kmtdifikasi tersebut.
Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusasalpl2B dapat
dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertegéa dengan hukum,
melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kritefédam unsur pasal
12B saja’
Untuk mengetahui kapan gratifikasi menjadi kejahdtarupsi,

perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-&hgl Nomor 31
Tahun 1999uncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1. “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau pelepggara

negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kbamji
atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

?bid., him. 53.
% Doni Muhardiansyah, dkkBuku Saku Memahami Gratifikastet. |, Jakarta: Komisi
Pemberantasan Korupsi, 2010, him. 3.
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a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupeau
lebih pembuktiaannya bahwa gratifikasi tersebut dvuk
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepyiuh
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap
dibuktikan oleh penuntut umum:

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Nagar
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidaarggpa
seumur hidup atau pidana penjara paling singkatedngat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, darapa denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutaiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar alg{*

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat dkat bahwa
suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubahjadersuatu yang
perbuatan pidana suap khususnya pada seorang @wyyafa Negara
atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelendd{ggara atau
Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menesiratu gratifikasi
atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanpemgberian
tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan aapgkerjaannya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyaagdkdah
pemberian tanda terima kasih atas jasa yang teibérikhn oleh
petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan ‘ubtad.ini dapat
menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dapatd mengarah

menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian HRotensi korupsi

inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undadgng. Oleh

* Tim Redaksi Fokus medisiimpunan peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan
Tindak Pidana KorupsiBandung: Fokusmedia, 2008, him. 87.

®> Darwan PrinstPemberantasan Tindak Pidana Korup&andung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002 , him. 29.

®Ibid., him. 30.
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karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diteaxi seorang
Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila gréanbitu patut
diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yanglikiimmaka
sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negsebut segera
melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanju

Jadi dapat diambil intisari bahwa tidak benar Wbasal 12B
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1998cto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gragikatau pemberian
hadiah di Indonesia. Sesungguhnya, praktik graisiikatau pemberian
hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tepepiu diperhatikan
adanya sebuah rambu tambahan vyaitu larangan bagaw@e
Negeri/Penyelenggara Negara untuk menerima grasifiyang dapat

dianggap suap.

2. Unsur-unsur gratifikasi
Berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 tahuri 266tang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka gragifikgrumuskan
sebagaiunsur delik yang pengertiannya dirumuskan dalam penjelasan
pasal 12 B ayat (1), yaitu “pemberian dalam agsiuyang meliputf
a. Pemberian uang, barang, rabdis¢ounj, komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, gtempan wisata,

pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

" Ibid., him. 32.
8 Barda Nawawi AriefKapita Selekta Hukum Pidan&et. |, Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003, him. 109.
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b. Pemberian itu diterima di dalam negeri maupun ai hegeri

c. Pemberian itu dilakukan dengan atau tanpa saraka@hik.

Dilihat dari formulasinya, “gratifikasi” bukan megvakan jenis
maupun kualifikasi delik, yang dijadikan delik (paatan yang dapat
dipidana atau tindak pidana) menurut Pasal 12 Bt &¥n bukan
gratifikasinya, melainkan perbuatan menerima gkaisi itu.

Jadi, Pasal 12 B ayat (1) tidak merumuskan tindalana
gratifikasi, tetapi hanya memuat ketentuan menge(Bi batasan
pengertian gratifikasi yang dianggap sebagai “perabesuap”, dan (2)

jenis-jenis gratifikasi yang dianggap sebagai “perigm suap”®

. Ketentuan pemidanaan gratifikasi

Dalam pasal 12 B ayat (1) disebutkan bahwa Pidaagi b
pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagadimaksud dalam
Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atdangi penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dualputahun, dan
pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 fditizs juta rupiah)
dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu nilipiah)*

Pasal 12 B ayat (2) menentukan ancaman pidanapeagirima

gratifikasi dalam ayat (1), yaitu:

® Ibid.
91bid., him. 110.
Y bid., him. 111.
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a. pidana penjara seumur hidup; atau

b. pidana penjara dalam waktu tertentu (minimal entgiatin dan mak
simal 20 tahun); dan

c. pidana denda (minimal Rp. 200.000.000 (dua rattss nupiah) dan

maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Dengan perumusan Pasal 12 B ayat (2) itu, mak& tata
perbedaan ancaman pidana bagi penerima gratifijgss pertama
(senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) deih dan penerima
gratifikasi jenis kedua (di bawah Rp. 10.000.00&p(8uh juta rupiah).
Jadi, tidak ada perbedaan substantif, yang ada ahgerbedaan
prosesual, yaitu berdasarkan Pasal 12 B ayat (1):

a. untuk gratifikasi pertama, beban pembuktian (balgnaifikasi itu
bukan suap) pada penerima;
b. untuk gratifikasi kedua, beban pembuktian (bahwatififasi itu

merupakan suap) pada Penuntut Umum (PU).

Logika pembuat undang-undang dalam Pasal 12 B(ayantuk
tidak membedakan ancaman pidana terhadap gratifgmais ke-1 dan
ke-2, tidak konsisten dengan logika yang tertuaatard Pasal 12 A
yang membedakan ancaman pidana untuk Tindak PKiangsi (TPK)

dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 sebagaitbériku

2 1bid., him. 112.
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a. Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juigiah), diancam
dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun Ktidala
minimalnya) dan denda maksimal Rp. 50.000.000 (lpukuh juta
rupiah) (tidak ada minimalnya); lihat Pasal 12 A&p).

b. Yang nilainya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atahbih, berlaku
ketentuan pidana dalam Pasal yang bersangkutasal(Basampai
dengan Pasal 12); lihat Pasal 12 A ayat (1). Beuatuk Tindak
Pidana Korupsi (TPK) ke-2 ini dapat dikenakan palaninimal

dalam Pasal yang bersangkutan.

Melihat Pasal 12 B ayat (1) di atas, letak ketidaddistenannya
pada formulasi atau pembentukan Pasal 5 sampaaddPasal 12 yang
merinci ancaman sanksi pidana dan denda sesuaamlgamlah atau
nominal berapa besar pelaku melakukan korupsilearspesialigpada
tindak pidana gratifikasi secara yuridis dilihatridgenis perbuatan,
maksud dan tujuannya berbeda dengan korupsi,gedipat pembedaan
jauh ancaman sanksi yang diberikan kepada pemizeri penerima

gratifikasi.

Penghapusan Pidana bagi Pejabat Negara Penerima Gifkasi yang
melaporkan diri kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK)

Dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001kama

disebutkan objek gratifikasi adalah: pemberian uabhgrang, rabat
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(discoun), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalandasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Culaa fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterimaddilam maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan salehk#ronik atau
tanpa sarana elektrontk.

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapatatigkan sebagai
gratifikasi yaitu:
a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karbal ini dapat

mempengaruhi legislasi dan implementasinya olebleks.

b. Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian /rapaulusan.
Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tabdkti dengan tujuan
sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa p@ati petugas
kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinasemapatan daerah),
LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus imjade KPK
menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke medassa dan

penindakan tegas pada pelaku.

c. Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yarigkukan oleh

Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinadapatan Daerah.
d. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pehgusapejabat.

e. Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir gatat

13 Adami ChazawiHukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di IndonasiMalang:
Bayumedia Publishing, 2005, him. 259-260.
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Pasal 12 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebdtkan:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B (dayatidak
berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yanggrimanya kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam (ayatvajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat @ga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersettiteérima.

3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalarktuvgaling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal emgna laporan, wajib
menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerateu milik negara.

4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporédagaenana
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status igesiifsebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undantang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa menurut Pa28aC ayat
(1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yanteromanya kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, makdifigasi itu tidak

dianggap sebagai pemberian suap. Berarti juga tidgat dipidana. Baru

1 Evi Hartanti,Tindak Pidana KorupsiJakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 8.
%1bid., him. 9.
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dapat dipidana apabila si penerima tidak laporufesan Pasal 12 C ayat
(1) ini terkesan sebagai alasan penghapus pitfana.

Dilihat secara substansial, hal ini dirasakan jahggarena seolah-
olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifait pgipidanany¥ si
penerima ditergantungkan pada ada/tidaknya lapofgeng bersifat
administratif prosedural). Persyaratan adminidtqatosedural untuk tidak
dipidananya Tindak Pidana Korupsi ini dirasakarygai, sekiranya korupsi
dipandang sebagai perbuatan yang “pada hakikatrss@igat tercela
(merupakan rechtdelict”, “mala per se” atauintrinsically wrong”).*®

Memperhatikan perumusan Pasal 12 B dan Pasal $at¢13, maka
untuk dapat dipidananyasi penerima gratifikasi harus dipenuhi unsur-

unsur sebagai berikat:

16 Barda Nawawi Arief.pp.cit, him. 112.

" Barda Nawawi Arief mengatakan di dalam Pidato Rknban Guru Besar bahwa dari
sudut dogmatis-normatif, masalah pokok dari hukudama terletak pada masalah mengenai: (a)
perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; (b) syapat yang seharusnya dipenuhi untuk
mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorangg nyalakukan perbuatan itu; dan (c)
sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepathg itu. Ketiga materi/ masalah pokok itu
biasa disebut secara singkat dengan istilah masal#dk pidana, masalah kesalahan dan masalah
pidana. Lihat: Barda Nawawi AriefBeberapa Aspek Pengembangan Ilimu Hukum Pidana
(Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonge$#&@ato Pengukuhan yang Diucapkan
pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dlalmmHukum, Rapat Senat Terbuka
Universitas Diponegoro, Semarang, 25 Juni 1994yésitas Diponegoro Semarang, 2007, him.
28-29.

'8 Barda Nawawi Arief.pp.cit, him. 113

1% Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitandemragan masalah sumber hukum atau
landasan legalitas untuk menyatakan bahwa suatugian sebagai tindak pidana atau bukan.
Seperti halnya dengan KUHP (WvS), konsep tetapoladrtdari asas legalitas formal (bersumber
pada UU). Namun konsep juga memberi tempat kepladleutn yang hidup/hukum tidak tertulis”
sebagai sumber hukum (asas legalitas materiiljatLslelengkapnya: Barda Nawawi Ari&JU
KUHP Baru; Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi eBistHukum Pidana Indonesi&et. 3,
Semarang: Badan Penerbit Universitas DiponegorstaRa Magister, 2008, him. 20.

2 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasiodah
Internasiond, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, him. 4.
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1. Si penerima harus berkualifikasi sebagai ‘pegavegien” atau sebagai
“penyelenggara negara”.

2. Menerima “gratifikasi” dari seseorang yang merupaKpemberian
suap” menurut Pasal 12 B ayat (1).menurut Pasd B¥at (1), yaitu
apabila pemberian itu “berhubungan dengan jabataday berlawanan
dengan kewajibannya”.

3. Si penerima tidak melaporkan melaporkan gratifikasig diterimanya

kepada Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.

Dalam konteks ini, bahwa jumlah / nilai “gratifikasidak menjadi
unsur substantif karena dalam Pasal 12 B ayatgiiyahdirumuskan sebagai
unsur prosesual. Adanya unsur ke-3 di atas, yaiak tmelaporkan ke
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangiddalam Pasal 12 C
ayat (1), mirip dengan Pasal 1 sub 1 e Undang-Un8leomor 3 tahun 1971
yang tidak lagi dimasukkan sebagai Tindak Pidaneup& dalam Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999. Jadi, Undang-Undangd¥@ tahun 2001
ini terkesan “menghidupkan kembali” Pasal 1 sub Urelang-Undang
Nomor 3 tahun 1974 Isi dari Pasal tersebut adal4tarang siapa tanpa
alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-gigla setelah
menerima pemberian atau janji yang diberikan kepa@a seperti yang
tersebut dalam Pasalpasal 418, 419 dan 420 K.U.Hdadk melaporkan

pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib”

21 |pid., him. 5.
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Secara yuridis, bahwa Pasal 12 C ayat (1) merupagedouatan yang
tidak dianggap sebagai suap jika si penerima d@sif melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, (2) Si @ema gratifikasi
melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh)iharhitung sejak
gratifikasi diterima, (3) KPK dalam waktu 30 (tigaluh) hari menentukan
status gratifikasi dapat menjadi milik penerimauatalik negara?

Gratifikasi menjadi milik negara jika gratifikasersebut diduga
sebagai suap. Secasacontrario gratifikasi menjadi milik penerima jika
tidak terkait dengan penyuap&h.

Berdasar rumusan pasal 12 C UU PTPK, isu hukum ygapmat
diketengahkan apakah semua pegawai negeri penguatdikasi harus
lapor ke KPK? Apakah termasuk pegawai negeri yamkgmg ketik itu?
Jawabnya tidak karena tidak semua pegawai negeldtagejabat? Hanya
pegawai negeri yang mempunyai jabatan yang menkkkvajiban untuk
melapor ke KPK. Apakah ketentuan pasal 12 C UU P@Rpat dipandang
sebagai suatu pemutihan terhadap delik suap ydaly terjadi? Jawabnya
tidak karena delik suap belum terjadi.

Penyelenggara negara yang dimaksud berdasarkah ZPHsalang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggagarbleang Bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pugif>

2 Doni Muhardiansyah, dkkap.cit, him. 11.

2 http://hukumham. Info/index.php?option=com, content&  task=view
&id=1085&itemid=43, Jakarta, HukumHam. Diakses tanggal 20 April 2011.

2 http://www.hukumonline.candiakses tanggal 20 April 2011.

?®Ibid., him. 121-123.
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. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

. Menteri

. Gubernur

. Hakim

. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuatugz perundang-

undangan yang berlaku

a. Duta Besar

b. Wakil Gubenur

c. Bupati/Walikota

. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalaaitdnnya dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuaorgerperundang-

undangan yang berlaku:

a. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMM @&JUMD

b. Pimpinan Bl dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbdd&sional

c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

d. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang disamakaata
lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Rl

e. Jaksa

f. Penyidik

g. Panitera Pengadilan

h. Pimpinan dan Bendahara Proyek
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Gratifikasi dianggap sebagai suap jika si penerigratifikasi
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang nmgaipgabatan dan si
penerima (pejabat) melakukan suatu perbuatan yanigwanan dengan
kewajiban atau tugasnya, Yang perlu mendapatkamapan di sini bahwa
pejabat tidak selalu pegawai negeri dan pegawaernety tidak selalu
pejabat. Pemahaman atas pengertian tersebut delpatrasikan sebagai
berikut: Tukang ketik di Pemkot Surabaya adalahapeg negeri, tetapi
apakah dia sebagai pejabat? Jawabannya tidak ksrenkang ketik yang
pegawai negeri tersebut tidak memangku jabatarentert Karena itu,
mereka tidaklah mempunyai wewendfg.

Jabatan akan melahirkan suatu kewenangan atauaaklewgnangan
karena memangku suatu jabatan tertentu. Tidak edarkangan tanpa suatu
jabatan. Atas dasar pemahaman terhadap konsepbuerdedak pada
tempatnya semua pegawai negeri dilarang meneringalasebentuk
gratifikasi (pemberian hadiah).

Selain itu, perlu diperhatikan siapa pemberi giasi. Sebab, jika
pemberian tersebut tidak mempunyai suatu maksud apgenerima
gratifikasi melakukan perbuatan melawan hukum #veahan dengan
kewajiban atau tugasnya), tentu berdasar logikakuinu pemberian
gratifikasi tersebut sah-sah saja. Dalam konteks nmsalnya pejabat
pemkot menerima gratifikasi (hadiah) dari sanakikejanya, apakah patut

diduga pemberian tersebut ada indikasi suap? mkkterlaluan. Atas dasar

% http:/lwww.antikorupsi.org/indo/content/view/13683diakses tanggal 21 April 2011.
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itu, tidak setiap pemberian gratifikasi harus digayy sebagai suap, tetapi
harus dilihat siapa yang memberi dan dilihat putakah si penerima
mempunyai suatu jabatan terteftu.

Jika pemberian itu tidak terkait dengan suatu gabatentu dapat
dinyatakan tidak terjadi suap. Gratifikasi sebagaap jika pemberian
gratifikasi merupakarondition sine quandfi atas perbuatan pejabat yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Keseskehendak antara si
pemberi dan si penerima gratifikasi harus dipekaati

Jika tidak ada kesesuaian kehendak antara si pendaer si
penerima gratifikasi atau tidak adandition sine quanoantara penerimaan
gratifikasi dan perbuatan pejabat yang melawan mmjkentu tidak dapat
dinyatakan terjadi delik suap.

llustrasi lain sebagai berikut: Seorang rekanan emamgkan tender
tanpa pejabat melakukan perbuatan yang berlawasragad kewajiban atau
tugasnya. Dengan kata lain, secara normatif memakgnan itulah
pemenangnya, selanjutnya rekanan menyisihkan seblguntungan untuk
memberikan hadiah kepada pejabat yang bersangkétartanyaannya,
apakah gratifikasi tersebut sebagai suap? Jawatihgia karena rekanan

tersebut ditunjuk sebagai pemenang tidak karena®ua

2" http:/fid.wikipedia.org/wiki/gratifikasi sie-infokum Ditama BinBangKum, Jakarta, 2
November 2009, diakses tanggal 21 April 2011.
8 Condition sine qua norflatin) diartikan bahwa syarat-syarat baik positiaupun
negatif sama-sama merupakan sebab yang nilainya. sam
? Chaerudingt.al, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi BandwifRefika
Aditama, 2008, him. 5.
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Hal itu berbeda jika secara normatif rekanan tersébdak sebagai
pemenang. Tapi karena pejabat tersebut telah nemepniatifikasi, rekanan
tersebut dimenangkan. Hal inilah yang dapat diklesikan sebagai suap,
walaupun pemberian itu dilakukan setelah ditunj@bagai pemenang.
Desakan untuk menciptakagood governancedi birokrasi merupakan
tuntutan universal yang tidak bisa ditawar-tawayi.l&ajian kriminologi
menempatkan korupsi secara umum sebagaste collar criminal atau
kejahatan kerah putih. Hal ini dikarenakan saldah pdnak yang terlibat atau
keduanya berhubungan dengan pekerjaan atau prgdediremikian juga
dengan tindak pidana Gratifikasi sebagaimana yalagdsatur dalam Pasal
12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasaraKiRetdana Korupsi
merupakan salah satu kejahatan yang tergolong aielbhge collar Crime
mengingat kejahatan ini berkembang dikalangan batpkyaitu para
pegawai negeri dan penyelenggara netfara.

Sesuai dengan karakteristikhite collar crime,yang memang susah
dilacak karena biasanya pelaku adalah orang yangilikiestatus sosial
tinggi (pejabat), memiliki kepandaian, berkaitamgien pekerjaannya, yang
dengannyamemungkinkan pelaku bisa menyembunyikdati. dselain itu
kerugian yang diakibatkan oleh perilaku korupsishigya tidak dengan
mudah dan cepat dirasakan oleh korban. Bandingkergash pencurian,

perampokan atau pembunubFan.

% Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiengenali dan Memberantas
Korupsi, Jakarta: tp, tt, him. 12.
31 Chaerudinpp.cit, him. 7.
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Dictionary of Justice Data Terminologgendefinisikanwhite collar
crime sebagai non violent crimedengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan finansial yang dilakukan dengan meroph orang yang yang
memiliki status pekerjaan sebagai pengusaha, [@iofes, semi
professional dan menggunakan kemampuan teknis kes@mpatan atas
dasar pekerjaannya.

Ciri khususwhite collar crimeyang membedakan dengan kejahatan
lain:*®

1. Pelaku sulit diidentifikasi, sehingga sulit dilacak

2. Diperlukan waktu yang lama untuk pembuktian darajogembutuhkan

keahlian tertentu.

3. Jika menyangkut organisasi, susah dicari seseoyang bertanggung
jawab, biasanya kepada atasan dikenakan pasal @@mbdmission),
sementara bawahan pasal pelaksanm(nission)Tetapi biasanya “kaki

berkorban untuk untuk melindungi kepala”.

4. Prosesictimisasi(korban) juga tersamar karena pelaku dan korlokk ti

secara langsung berhadapan.
5. Sulit mengadili karena minimnya bukti dan siapagydisalahkan.

6. Pelaku biasanya mendapatkesatmentatau hukuman yang ringan.

%2 Ibid, him. 14.
% Ibid., him. 17-18.



59

7. Pelaku biasnya mendapatkan status kriminal yang igambJika
ditelusuri secara cermat, korupsi asal usulnya paan kejahatan

kerah putih \\White Collar Crimé.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Gratifikasi dan Penghapusan Pidana
bagi Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaprkan diri
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK) dalam

Pasal 12 C Undang-Undang No0.20/2001 tentang Tind&dana Korupsi

Dalam pandangan Asmati, objektivikasi hukum Islam dapat
ditemukan basis teoretisnya pada teori maslahatmadh Munif
Suratmaputra menyimpulkan bahwa dalam menghadagalatabaru yang
timbul di tengah kehidupan masyarakat, aplikasii te@slahat merupakan
metode ijtihad yang paling tepat; dan ini telahraiikkan dalam sekian
banyak ijtihad para Sahabat Nabi, ulaatdabi‘in dan para Imam mazhab.
Agenda pembaharuan hukum Islam harus mereposikaspleori maslahat
sebagai formula utama. Yudian Wahyudi menilai bahapdikasi teori
maslahat sebenarnya merupakan metode yang luara biastuk
mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalarbagai masalah.
Pengembangan teori ini secara tajam dan bertangmwap merupakan
kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi agaatuslam tidak menjadi

umat yang berwawasan sempit dan kerdil.

3 Asmawi, Relevansi Teori Maslahat dengan UU Pemberantasanup& Dosen
(Lektor Kepala) Fakultas Syariah dan Hukum UIN $y&fidayatullah, Makalah Seminar
Nasional, Jakarta, 2009, him. 16.
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Hasbi Asshiddigiey mengkonstatir bahwa norma-noB8wariah di
bidang muamalah dapat dijangkau daya analisis laldi sehingga dapat
dipahamimaqasid al-tasyrtnya, dengan panduan pringgdb al-masalih
dan dar al-mafasid dimana segala yang mengandung atau membawa
kepada maslahat adalamubah dan sebaliknya, segala yang mengandung
atau membawa kepadal-mafsadahadalah haran Munawir Sjadzali
menyimpulkan bahwa maslahat dan keadilan merupakpaman syari’at
Islam (magashid al-syari'ahj® dan keadilan merupakan dasar maslahat.
Senada dengan Munawir Sjadzali, Masdar F. Mas’ueinggulirkan tesis
bahwa hukum Islam tidak bisa didasarkan kecualalesesuatu yang tidak
disebut hukum, sesuatu yang melampui hukomat@-hukury) yakni sistem
nilai berupa maslahat dan keadilan sehingga samghlvan untuk
ditegakkan adagiumitiza sahhagl-maslahah fahiya madzhab?’

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan suap-menyagpsywah)

di dalam al-Qur'an dan Hadits jelas diharamkan diategorikan sebagai
al-ma‘siyyah®® Hal ini merujuk kepada Q.S. al-Bagarah/2:188 dalits
Abl Dawud tentang larangan suap menyualpriywah). Karena itu, ia
dapat dikriminalisasi dengan kategori kriminalisdaizir. Dari sudut

kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap-meagyusebagaimana

% Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiediglsafah Hukum IslamEd. I, Cet. I,
Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, him. 162.

% Hasbi AsshiddigieyPengantar Hukum Islandakarta: Bulan Bintang, 1981, Jilid 2, h.
80.

37 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan darspék
Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudengid. I, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persaday200
105-111.

% |chtijanto SA, Hukum Islam dan Hukum Nasionalakarta: Ind-Hill co Indonesia,
1990, him.50.
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dinyatakan dalam Pasal-pasal di atas, terdapam@)(tipe pelaku korupsi
aktif (suap menyuap), yaitu: (a) orang, yang meuapakrang perseorangan
dan korporasi, (b) pegawai negeri, (c) penyelergggagara, (d) hakim, dan
(e) advokat; dan ada 4 (empat) tipe pelaku korppsif (suap-menyuap),
yakni semua yang telah disebutkan kecuali oranggyaencakup orang
perseorangan dan korporasi). Dengan adanya ketem¢wnsebut semakin
sempit ruang berkilah dan berkelit orang-orang yaedibat peristiwa
korupsi, dimana seringkali perihal posisi pasif ngrabersangkutan dan
perihal bukan pegawai negeri dijadikan celah umdwkdari jeratan hukum.
Upaya mempersempit ruang gerak aktor korupsi itasjéertujuan demi
terwujudnya efektivitas hukum yang optimal sehinggarogram
pemberantasan korupsi yang dijalankan mampu mendagsil yang
diharapkan rakyat, yakni masyarakat bangsa yaitekorupsi*® Jadi,
didalam kriminalisasi kedua belas pasal itu mengagdmaknajalb al-
masalih wa dar’ al-mafasi@® Ini berarti manifestasi dari maslahgéng
terkandung dalam keseluruhan konstruksi 12 (duash@lasal tersebut. Dari
sudut pandang teori maslahat, konstruksi keduabetesal itu
merepresentasikan aplikasi maslahat, yang diantarberupa penyerapan
beberapadegal maximhukum Islam, yakni l[a darar wa la dirar(tidak
boleh mendatangkan bahaya/kerusakan terhadapeddirsdan tidak boleh

pula mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap omng, |“al-darar

% Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullohefls),Figh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan
NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003n. [268-269.

4 Amir Mualim dan YusdaniKonfigurasi Pemikiran Hukum IslamEd. |, Cet. I,
Yogyakarta: Ull Press, 1999, him. 51.
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yuzal (segala bahaya/kerusakan harus dicegah/dibejahtagan
“yutahammal al-darar al-khass li daf* al-darar al+#@' (bahaya/kerusakan
yang terbatas/spesifik dapat ditoleransi karena idem
menghindari/memberantas bahaya/kerusakan yang s)&uzfek destruksi
dari tindakan korupsi berupa suap-menyuap memargpsaebat. Tindakan
demikian mengakibatkan ekonomi biaya tingdiigh cost economy
disamping raibnya harta kekayaan negara yang sdregr jumlahnya.
Pelaku korupsi demikian telah menilap harta kekayaegara yang semula
direncanakan untuk pembangunan kesejahteraan rdBgatpak destruksi
korupsi demikian menjalar ke seluruh sendi kehidupegara, diantaranya
sendi perekonomian mikro, sendi perekonomian malkdan sendi
perekonomian perbankan dari negara, dan bahkani gEmdkonomian
internasional. Kandungan makna sejumliggal maxim hukum Islam
tersebut telah diakomodasi melalui konstruksi 1#a(delas) Pasal tersebut,
dan karenanya maslahat telah teraplikasidalam upaya memberi dasar
rasionalitas kualifikasi korupsi dalam keduabelasabitu.

Perihal“ korupsi terkait gratifikasi” diatur dalam Pasal 1gB Pasal
12 C UU No. 20 Tahun 2001. Dalam perspektif huksgtan, penerimaan
gratifikasi hadaya al-‘ummaldipandang sebagai bentakgulGl dan haram
hukumnya; dan karena itu dinilai sebagai vargrma'‘siyyah Hal ini

terkandung dalam pesan Hadis Ahmad (larangan haguk@bat). Dalam

41 Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi-Asyba’ wa al-Nadhoir Beirut: Dar al-Fikr,
t.th., him. 59.

42 Fathurrahman DjamilFilsafat Hukum Islam Cet. |, Jakarta: Logos Wacana llmu,
1997, him. 123.
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perspektif hukum pidana Islam, penerimaan grasiikhadayaal-‘umma3l

dapat dikriminalisasi, yakni dengan memasukkanngadiklam domain
kriminalisasita‘zir lantaran status perbuatan “menerima gratifikadiagei

al-ma'‘siyyah*

Bertitik tolak dari argumentasi di atas, letak kgdi maslahat hadir
dalam bentuk dasar rasionalitasnya sebagaimanakuberPertama
pelarangan gratifikasi dapat menutup peluang teryadindak korupsi yang
lebih besar. Kedug gratifikasi seringkali disalagunakan untuk tujuan
tindakan penyimpangan hukunKetiga gratifikasi punya andil atas
timbulnya fenomena ekonomi berbiaya tinglgigh cost econonjy Dalam
format demikianlah maslahat teraplikdsilam kriminalisasi “korupsi terkait
gratifikasi”.

Berdasarkan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelisantd
Indonesia tentangisywah (suap), ghulul (korupsi) dan hadiah kepada
pejabat (gratifikasi). Gratifikasi diartikan oleativa MUI tersebut bahwa
Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dseosang dan/atau
masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karewadké&annya, baik
pejabat di lingkungan pemerintahan maupun lairifiya.

Kemudian masalah hukum memberikan risywah dan rireaer

hukumnya adalah haram. Melakukan korupsi hukumngalah haram.

Memberikan hadiah kepada pejabat: Jika pemberiahalmaitu pernah

43 Diperhatikan pula konsiderans “Menimbang” UU Nol Fahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan konsislérenimbang” UU RI No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 teRtamdperantasan Tindak Pidana Korupsi.

4 http:/lwww.fatwaharamkorupsi-dewanpimpinan-mui.ormgjakses tanggal 22 April
2011.



64

dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang

jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya Kigdiak haram), demikian

juga menerimanya; b. Jika pemberian hadiah itu ktidpernah
dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabataka dalam hal ini
ada tiga kemungkinaf:

1. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak aala tedak akan ada
urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hizdggbut tidak
haram;

2. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapatmr(perkara), maka
bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; skdargagi pemberi,
haram memberikannya apabila pemberian dimaksudiujbart untuk
meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya);

3. Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuetan, baik sebelum
maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannydalk bertujuan
untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak hardrayji pemberi

memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haramem@anya.

Dalam kaca mata hukum pidana Islam, aturan pidansbdahan
dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jugeepnesentasikan
penerapan maslahat. Secara teoretis, diakui batwanapidana tambahan
tersebut telah mempertimbangkan aspek rasionajigks)i didasarkan pada

tujuan pemidanaan berupa pemenuhan rasa keadilsyarakat dan sarana

> Ervyn Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullokop.cit, him. 273.
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perlindungan masyarak&t.Hal ini jelas merupakan wujud dari komponen
maslahat, yaknjalb al-masalih wa dar al-maféasiddimana kepentingan
yang dilindungi ialah kepentingan hidup masyargkaaslahah ‘ammah

Ini merupakan bentuk aplikasi maslahat dalam foasiukturan pidana
tambahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana &iprkpususnya

perbuatan gratifikasi.

4 ‘Abd al-Wahhab Khallafllm Usdl al-Figh, Kuwait: al-Dar al-Kuwaitiyyah, 1388
H/1968 M, him. 134-140.



